
60 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai 

berikut: 

1. Penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui 

mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polres Klaten yaitu dengan cara  

ketentuan kerugian yang diderita korban kecil dan disepakati oleh para 

pihak yang berperkara, melalui prisip musyawarah mufakat, melakukan 

sebuah perjanjian, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan 

berasaskan keadilan bagi para pihak  . 

2. Kendala dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah 

tangga melalui Mediasi penal antara lain korban atau keluarga korban 

tidak mau diselesaikan secara damai, masalah operasional, kegagalan 

untuk mempertahankan tujuan awal, akuntabilitas pelaku serta persepsi 

masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT bahwa masalah rumah 

tangga adalah urusan suami-istri. 

 

 

 

 

 



61 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Pertimbangan-pertimbangan Polres Klaten dalam proses penyelesaian 

kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar peradilan hendaknya dititik 

beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai 

kemanfataan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para 

pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan 

pidana yang panjang, serta perlunya penegasan terhadap kualifikasi 

mediasi penal yang dibakukan dalam bentuk formulasi yang lebih konkrit 

agar implementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

2. Perlunya pelatihan mediator di tingkat penyidikan yang bukan hanya dari 

kalangan penyidik sehingga menghasilkan mediator yang profesional 

memiliki integritas agar penyelesaian kasus kekerasan dalam tumah tangga 

mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya. 
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